
BUPATI SAMBAS 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 69 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 
17 Tahun 2017 telah ditetapkan tugas pokok, fungsi, 
dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sambas; 

b. bahwa jenis jabatan Direktur Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sambas saat ini adalah 
merupakan Jabatan Fungsional yang diberikan tugas 
tambahan, sehingga sudah tidal< sesuai dengan 
ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, yang mengamanatkan bahwa Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah adalah merupakan Jabatan 
Struktural; 

c. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap 
perkembangan dan kondisi saat ini maka, Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sambas perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan. Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas; 

Mengingat 

	

	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undan.g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607); 

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Pedoman Tekn is Pengorganisasian Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 28); 



17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas 
Keehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 17); 

18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 80). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 
17 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 17), diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas. 

3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sambas. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pernerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sambas. 



8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi yang 
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara fungsional 
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat map, rawat jalan, 
dan gawat darurat. 

9. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 
(1) RSUD merupakan UPTD pada Dinas sebagai unit organisasi 

bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan secara 
profesional. 

(2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan eselon 
III.a atau Jabatan Administrator, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 

3. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32A 
(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 

serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta laporan di 
bidang kepegawaian. 

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang 
menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tetap 
melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru sesuai 
Peraturan Bupati mi. 



Sesuai dengan aslinya 
AGIA 	KUM,  

1š0506 200502 1 004 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 19 Desember 2022 

BUPATI SAMBAS, 

ttd 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 19 Desember 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

ttd 

FERY MADAGASKAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 69 



SEKSI PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN 
RAWAT JALAN 

BIDANG PELAYANAN MEDIS 

 

BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS 

BUPATI SAMBAS, 

ttd 

SATONO 

BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN 

SEKSI MUTU DAN ASUHAN KEPERAWATAN 

SEKSI SDM DAN LOGISTIK KEPERAWATAN 
SEKSI PELAYANAN INTENSIP DAN RAWAT 

INAP 

SEKSI PENUNJANG MEDIS 

SEKSI PENUNJANG NON MEDIS 

ngan aslinya 
GIAN H 	M, 

14780506 200502 1 004 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 69 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 17 
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS ICESEHATAN 
KABUPATEN SAMBAS 

DINAS KESEHATAN 

DIREKTUR 

BAGIAN TATA USAHA 

  

SUBBAG UMUM DAN APARATUR 

 

SUBBAG PENYUSUNAN 
PROGRAM fk KEUANGAN 

 

SUBBAG REKAM MEDIK DAN SISTEM 
INFORMASI RUMAH SAKIT 
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